
 
 

 

 

 

 

 

BUPATI SERUYAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 
NOMOR 9 TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  

NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dan kemandirian daerah serta menghindari 

tumpang tindih pemungutan retribusi daerah perlu 
dilakukan penyesuaian objek retribusi; 

 
b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin 

Usaha Jasa Kontruksi bukan termasuk dalam jenis 
retribusi yang boleh dipungut oleh Daerah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Seruyan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa 

Kontruksi. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4180); 
 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  

SALINAN 



 
 

   

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran daerah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2008 Nomor 30 Seri E). 

  



 
 

   

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN 
 

dan 
 

BUPATI SERUYAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : 

 
Pasal 1 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Izin 

Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2006 Nomor 19 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi.  
 

Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan  
 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 

pada tanggal 29 Oktober 2013  
 

BUPATI SERUYAN, 
 

TTD 
 

SUDARSONO 

 
Diundangkan di Kuala Pembuang 

Pada tanggal 29 Oktober 2013  
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SERUYAN, 

 

TTD 
 

Ir. H. SYAMSURIJAL, M. Si 
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C) 

NIP. 19620724 199103 1 003 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  

TAHUN 2013 NOMOR 51 SERI E 
  



 
 

   

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN 

NOMOR 9 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 13 
TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
I. PENJELASAN UMUM 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa 
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara 

diatur dengan Undang-Undang. 
 

Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 

 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. beberapa Peraturan Daerah Kabupaten 
Seruyan yang mengatur tentang retribusi perlu dicabut, karena berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat 
dipungut oleh pemerintah daerah bersifat tertutup sehingga pemerintah 

daerah tidak dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain 
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.  

 
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta penjelasaan 
bahwa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain 
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku paling 
lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut yaitu 

pada tanggal 1 Januari 2010, sehingga Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut 

sudah tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan harus dicabut. 
 
Tujuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 

Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ijin Usaha Jasa 
Konstruksi adalah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 

Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana 
dimaksud diatas sepanjang yang berkaitan dengan penarikan dan pemungutan 
Retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

 




